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Abstract

Poverty is still one of the main problems for developing countries, including Indonesia.
Indonesia is one of the developing countries which has quite a large number of poor people
and needs to be resolved and find a way out until now. Various poverty reduction programs
have been continuously carried out by both the central government and regional
governments. This research aims to describe and analyze the implementation of the Poverty
Reduction Policy from a Political Economy Perspective in Lamongan Regency. The research
results show that the implementation of the Poverty Alleviation Policy in Lamongan Regency
from a Political Economy Perspective has gone quite well. the entire series of Lamongan
Regency Regional Regulation Number 16 of 2021 concerning poverty alleviation, home care
service programs, RTLH and HAMP. The success of the Poverty Reduction Policy is strongly
supported by the Lamongan Regency Regional Government and related Regional Apparatus
Organizations by prioritizing collaboration.
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Pendahuluan
Kemiskinan muncul bersamaan
dengan  kehadiran  manusia  dan

merupakan salah satu masalah paling
mendasar dalam kehidupan manusia itu
sendiri. Dewasa ini, berbarengan dengan
berkembangnya ilmu-ilmu sosial,
kemiskinan dapat dilihat sebagai
masalah yang nyata. Pada dua dasawarsa
terakhir ini makin banyak dilakukan
studi tentang  dan sebab-sebab
kemiskinan. Meningkatnya perhatian
terhadap “dunia ketiga” memegang
peranan penting terhadap peningkatan
jumlah studi tersebut, tetapi lama
kelamaan di lingkungan masyarakat kaya
pun kemiskinan tetap hadir (Sholikin,

2020).

Secara sosiologis, kemiskinan
berhubungan erat dengan banyak aspek
dan saling ketergantungan satu sama
lainnya di antaranya hubungan interaktif
individu,

dan relasi keluarga,

masyarakat, pemerintah, birokrasi,
jejaring sosial, sumber daya alam, sistem
sosial dan budaya, nasional, hubungan
internasional, karena manusia adalah
episentrum pembangunan dan
perubahan sosial budaya. Sebagai agen
perubahan  sosial budaya, maka
pembangunan ekonomi memiliki tujuan

akhir yakni meningkatkan pendapatan
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individu, keluarga, masyarakat,
meningkatkan taraf hidup masyarakat,
meningkatkan  kesejahteraan  sosial,
terpenuhinya kebutuhan primer dan
sekunder lainnnya, meningkatkan status
sosial dan hubungan interaksi sosial yang
lebih intens, solidaritas sosial,
meningkatkan harkat dan martabat
kemanusiaan. Untuk mewujdukan tujuan
itu masyarakat juga diperhadapkan
dengan faktor lainnya seperti sistem
sosial budaya, motivasi dan etos Kkerja
serta yang sangat rendah (Zainur

Wula,2021).

Berikut merupakan landasan hukum
yang menjadi acuan bagi pemerintah
Kabupaten Lamongan dalam merancang
kebijakan atau program pengentasan
kemiskinan: (1) Alinea  keempat
Pembukaan  Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang menekankan perlunya Pemerintah
untuk memajukan kesejahteraan umum;
(2) Pasal 34 UUD 1945 yang
mengamanatkan Negara untuk menjaga
fakir miskin dan anak-anak terlantar; (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, yang
tertuang dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
83, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 5235; (4)

Lembaran

Rencana Pembangunan Jangka



Menengah (RPJM) di tingkat Provinsi
Jawa Timur dan Nasional, yang
menganggap isu kemiskinan dan
pengangguran sebagai prioritas dalam

kerja sama bersama (Sholikin, 2021a).

Fenomena ini menjadi menarik untuk
dicermati dan sekaligus memberikan
bukti penting bahwa terdapat sebuah hal
yang cukup menarik yang terjadi, sebuah
kebijakan penanggulangan kemiskinan
(Poverty Alleviation) yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabuapten Lamongan
cukup berhasil. Dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten Lamongan serius dalam
menerapkan Perda Kabupaten Lamongan
Nomor 16 Tahun 2021 tentang
penanggulangan  kemiskinan. Angka
kemiskinan di Kabupaten Lamongan
perlu dilakukan secara efektif, optimal
dan terpadu. Penanggulangan
kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan
program berkelanjutan yang sejalan
dengan RPJMD Kabupaten Lamongan.
Berdasarkan data BPS Angka kemiskinan
di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya
mengalami penurunan. Pada tahun 2021
diketahui bahwa jumlah penduduk
miskin Kabupaten Lamongan 166,82
(Ribu Jiwa), pada tahun 2022 151,08
(Ribu Jiwa), sedangkan angka
kemiskinan di Kabupaten Lamongan
pada tahun 2023 tercatat 149.94 (Ribu
Jiwa) (Sholikin, 2021b).
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Masalah  kemiskinan  senantiasa
menghantui kinerja pemerintah dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan
rakyat melalui pembangunan. Terdapat
banyak definisi kemiskinan, seperti
kemiskinan relatif, kemiskinan absolut,
kemiskinan struktural, dan kemiskinan
kultural. Kemiskinan relatif merupakan
kondisi kemiskinan dikarenakan
kebijakan pembangunan yang belum
mampu menjangkau seluruh lapisan
masyarakat, sehingga menyebabkan
ketimpangan  distribusi  pendapatan

(Djumlani,2013).

Webber dan Rittel (Grint, 2005)
menjabarkan kemiskinan menjadi
persoalan pada masalah kultural serta
sosial, yang susah untuk diselesaikan.
Adapun  beberapa sebabnya dari
pengetahuan, anggaran, kontradiktif,
serta hal kompleks lainnya. Contohnya,
kemiskinan sebagai masalah
multidimensional sebab berhubungan
dengan  gizi, keterampilan Kkerja,
pendidikan. oleh karena itu dibutuhkan
pencegahan kemiskinan dengan desain,

proses yang  kolektif, kolaboratif,

integrative.

Secara umum dalam mengurai
kompleksitas masalah kemiskinan di

Kabupaten = Lamongan  Pemerintah

Kabupaten = Lamongan  mengadopsi
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program pengentasan kemiskinan
pemerintah pusat dan mempunyai
inisiatif program berkesinambungan
yang dihadirkan pemerintah Kabupaten
Lamongan dalam menekan angka

kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Pemerintah  melakukan  berbagai
strategi percepatan dalam menangani
kemiskinan di Kabupaten Lamongan,
seperti  halnya adanya  pelatihan,
pemberian bantuan tunai, bantuan modal
usaha bagi kelompok masyarakat,
program padat karya, bantuan renovasi
RTLH hingga program Home Care
Service. Hal ini sebagai bukti Pemerintah
Kabupaten Lamongan terus melakukan
intervensi program yang dapat
mengurangi  beban  biaya  hingga
peningkatan pendapatan. Bahkan melalui
program Home Care Service, yakni
pelayan kesehatan datang langsung ke
rumah penduduk terutama miskin
ekstrim yang rentan penyakit dinilai
sangat efektif membantu kesehatan

masyarakat.

Perlu diketahui, Kabupaten Lamongan
menjadi pilot project pengentasan
kemiskinan Nasional. Hal tersebut tidak
lepas dari upaya yang terus dilakukan
Daerah

Pemerintah Kabupaten

Lamongan dalam percepatan

pengentasan kemiskinan. Dapat dilihat
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melalui Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
(DPRKPCK) Kabupaten Lamongan telah
disalurkan bantuan stimulant
perumahan swadaya (BSPS) kepada 180
penerima manfaat. Keseriusan
implementasi program pengentasan
kemiskinan sebagai upaya untuk
mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak

Huni (RTLH) di Kabupaten Lamongan.

Kemiskinan di Indonesia, termasuk di
Kabupaten Lamongan pada dasarnya
bersifat multidimensi. Oleh sebab itu
perspektif dari sisi agregat ekonomi
dalam  melihat kemiskinan  harus
dilengkapi dengan indikator-indikator
lainnya yang bersifat non-ekonomi.
termasuk upaya nyata untuk
meningkatkan kapasitas pribadi
masyarakat (human capital) miskin itu
sendiri sehingga menjadi lebih mandiri
dan produktif (Sholikin, 2018). Di
samping itu, Pemerintah Kabupaten
Lamongan juga perlu mengetahui secara
jelas faktor-faktor penyebab utama
kemiskinan penduduk dan kemungkinan
untuk meningkatkan anggaran dalam
APBD setiap tahun. Tujuan dari
Penelitian yang akan dilakukan adalah
untuk  mendeskripsikan  bagaimana
Implementasi Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan (Poverty Alleviation) di



Kabupaten Lamongan dalam perspektif

ekonomi politik.
Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis

penelitian deskriptif kualitatif.
Pendekatan kualitatif dengan analisis
deskriptif digunakan sebagai metode
penelitian, alasan penggunaan metode
analisis deskriptif di dasarkan dengan
adanya keseuaian dengan tujuan
penelitian yang ingin menggambarkan
tentang penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten = Lamongan. Penggunaan
pendekatan Kkualitatif dalam penelitian
melalui Analisa deskriptif peneliti ingin
menggambarkan penerapan kebijakan
penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Lamongan. Analisa data
dilakukan setelah mendapatkan data
melalui penelitian kepustakaan yang
disusun, dianalisa dan disajikan untuk
mendapatkan Gambaran yang sistematis

tentang kebijakan  penganggulangan

kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Studi dokumentasi digunakan sebagai
Teknik  pengumpulan data untuk
menggali data  sekunder  berupa
dokumen-dokumen  yang  dianggap
relevan dengan tema penanggulangan
kemiskinan menjadi focus kajian. Adapun
dokumen tersebut terdiri dari jurnal

ilmiah, literatur buku, situs website dan
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referensi lainnya. Analisis data dilakukan
melalui 3 (tiga) tahap kegiatan yang
didasarkan pada konsep Creswell (2007)

yaitu tahap reduksi data, penyajian data

dan penarikan Kesimpulan
(Sugiyono,2017).

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Lamongan.

Kebijakan atau program pengurangan
kemiskinan yang diterapkan oleh
pemerintah ~ Kabupaten Lamongan
merujuk pada dasar hukum Nasional dan
Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan
landasan hukum yang menjadi acuan
bagi pemerintah Kabupaten Lamongan
dalam merancang kebijakan atau
program pengentasan kemiskinan: (1)
Alinea keempat Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, yang
menekankan perlunya Pemerintah untuk
memajukan kesejahteraan umum; (2)
Pasal 34 uuD 1945 yang
mengamanatkan Negara untuk menjaga
fakir miskin dan anak-anak terlantar; (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, yang
tertuang dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

83, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5235; (4)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) di tingkat Provinsi
Jawa Timur dan Nasional, yang
menganggap isu kemiskinan dan
pengangguran sebagai prioritas dalam

kerja sama bersama.

Peraturan Daerah (Perda) atau legal
formal yang menjadi payung hukum
dalam kolaborasi (Solikhin, 2017).
Milward dan Proban dalam Emerson
(Emerson et al, 2012), menyebutkan
bahwa untuk skema kolaborasi yang
lebih besar, kompleks, dan berdurasi
panjang, dibutuhkan struktur institusi
yang jelas, protokol-protokol
administrasi serta manajemen kegiatan
kolaborasi. = Pemerintah =~ Kabupaten
Lamongan serius dalam menerapkan
Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16
Tahun 2021 tentang penanggulangan
kemiskinan. Angka kemiskinan di
Kabupaten Lamongan perlu dilakukan
secara efektif, optimal dan terpadu.
Penanggulangan kemiskinan dibutuhkan
sinergitas dan program berkelanjutan
yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten
Lamongan. Penerbitan peraturan daerah
tentang penanggulangan kemiskinan
merupakan bentuk keseriusan
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam
pengentasan kemiskinan di Kabupaten

Lamongan. Strategi Penanggulangan
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Kemiskinan Daerah yang selanjutnya
disebut SPKD adalah dokumen strategi

Penanggulangan kemiskinan daerah

sebagai rancangan kebijakan
pembangunan  daerah di  bidang
Penanggulangan  kemiskinan  untuk

periode 5 (lima) tahun. Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) adalah wadah koordinasi lintas
sektor dan lintas pemangku kepentingan
untuk  percepatan  penanggulangan

kemiskinan Daerah. Penanggulangan

Kemiskinan dilakukan melalui
pendekatan, pengembangan dan
penyelenggaraan program

pemberdayaan yang berbasis pada
pemenuhan kebutuhan dasar. Secara
yuridis menguatkan program
Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam

pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan
akan terus mendampingi masyarakat
untuk menuju kemandirian social, tidak
hanya melalui bantuan social melainkan
juga melalui program prioritas dengan
melibatkan pilar-pilar social seperti
halnya pendamping program keluarga
harapan (PKH), Karang Taruan, Tenaga
kesejahteraan social tingkat kecamatan
(TKSK), Lembaga kesejahteraan social
anak (LKSA) dan program Yakin Semua
Sejahtera (YSS).



Home Care Service dan RTLH di

Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan menjadi pilot
project pengentasan kemiskinan
Nasional. Hal tersebut tidak lepas dari
upaya yang terus dilakukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan dalam
percepatan pengentasan kemiskinan.
Secara umum, kesuksesan program
penekan kemiskinan didukung
identifikasi yang akurat pada wilayah
dari kelompok yang ditarget (Ariyani et

al, 2015).

Pemerintah Kabupaten Lamongan
melakukan Upaya melakukan
penanggulangan kemiskinan ekstrem
Jawa Timur di antaranya dengan
program home care service (HCS).
Pelayanan HCS ini dimulai dan sudah
mengkaver lebih dari 1.834 KK rawan
dari seluruh kecamatan di Lamongan.
Program ini  dipersiapkan  untuk
memudahkan masyarakat dalam
memperoleh  pelayanan  kesehatan,
khususnya bagi keluarga miskin dan
keluarga kurang mampu secara fisik
untuk  mengakses pelayanan di
puskesmas maupun rumah @ sakit.
Kegiatan yang dilakukan Pemkab
Lamongan melalui Dinas Kesehatan

Lamongan ini mampu meningkatkan
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derajat kesehatan masyarakat dalam

mewujudkan Lamongan sehat.

Dalam menanggulangi kemiskinan,

Pemerintah Kabupaten Lamongan
menyiapkan bentuk strategi yakni

program yang mampu menurunkan

beban  pengeluaran, = meningkatkan
pendapatan masyarakat, dan
meminimalkan wilayah kantong

kemiskinan. Program Home Care Service
menjadi salah satu andalan Pemerintah
Kabupaten Lamongan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan dengan
menyediakan fasilitas Kesehatan,
pemenuhan asupan gizi, dan kelayakan
rumah tinggal hingga akses bantuan
social bagi masyarakat menegah ke
bawah. Program Home Care Service

merupakan intervensi bidang Kesehatan,

social dan ekonomi.

Kaitannya dengen pengentasan
kemiskinan, Pemerintah = Kabupaten
Lamongan mengintervensi lintas
perangkat daerah, antara lain mulai dari
pelayanan  Kesehatan di  rumah,
pemenuhan asupan gizi, kelayakan
rumah tinggal, senitasi dan air bersih
serta akses bantuan social lainnya dan
diharapkan program lintas perangkat
daerah berkesinambungan dan

komprehensif.
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Keseriusan Pemerintah Kabupaten
Lamongan dalam pengentasan
kemiskinan terlihat dari bagaimana
Pemerintah Daerah beserta Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang lainnya
mempunyai tanggung jawab dalam
pengingkatan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Lamongan. Perlu diketahui
Pemerintah  Kabupaten = Lamongan,
melalui Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
(DPRKPCK) mempunyai focus tanggung
jawab rehab rumah bagi masyarakat
miskin dan korban bencana. Hal ini
sesuai permendagri nomor 90 tahun
2019. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
(DPRKPCK) Kabupaten Lamongan
mengalokasikan bantuan social secara

berkala pada setiap tahunnya.

Adapun 80 penerima di kecamatan
sugio, 75 penerima di kecamatan modo
dan 23 penerima di kecamatan sambeng
dengan nilai bantuan 20jt. Tentu bentuk
Pemerintah

keseriusan Kabupaten

Lamongan memberikan bantuan
stimulus tersebut mamapu dimanfaatkan
untuk pembangunan RTLH. Program
kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan
melalui Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

(DPRKPCK) sebagai upaya kebijakan dan
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program mampu mengurai angka

kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Program Hibah Air Minum Pedesaan

(HAMP) di Kabupaten Lamongan

Pemerintah menanggulangi
kemiskinan misalnya: kebijakan yang
seragam, terpusat (Pattinama, 2009);
melerakkan masyarakat untuk objek
semua proses penganggulangan

kemiskinan; dugaan permasalahan,
penanggulangan kemiskinan seringkali
sianggap sama (one-fitfor-all) (Setiawan,
Bakri, Effendi, & Nurhaida, 2014).
Pemerintah Kabupaten Lamongan
meningkatkan cakupan pelayanan air
minum untuk masyarakat perdesaan.
Sebanyak 1.035 rumah masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) di

Kabupaten Lamongan menerima
pemasangan sambungan air minum
gratis. Perlu diketahui pemasangan
sambungan air minum tersebut guna
meningkatkan derejat kualitas Kesehatan
masyarakat melalui tersedianya air
minum yang bersih bagi masyarakat
pedesaan. Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

(DPRKPCK) Kabupaten Lamongan
sebagai lokomotif program,
memperhatikan keseriusan dalam

pengentasan kemiskinan di Kabupaten

Lamongan.



Adanya system air bersih desa yang
efektif, diharapkan memberikan impact
positif diberbagai pemanfaatan untuk
masyarakat pedesaan. Di tahun 2023
alokasi program HAMP yang diperoleh
Pemerintah Kabupaten Lamongan
sebesar 2  Miliar  Rupiah  dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam
mendukung terealisasinya  program
HAMP dan mampu dimanfaatkan oleh
masyarakat pedesaan, Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya (DPRKPCK) Lamongan terus
berupaya mengurangi gap cakupan
pelayanan terhadap target wuniversal
akses air minum serta pemerintah
Kabupaten Lamongan mampu
menghadirkan air minum layak untuk

masyarakat.
Kesimpulan

Kebijakan atau program pengurangan
kemiskinan yang diterapkan oleh
pemerintah Kabupaten Lamongan
merujuk pada dasar hukum Nasional dan
Provinsi Jawa Timur. Pemerintah
Kabupaten Lamongan serius dalam
menerapkan Perda Kabupaten Lamongan
Nomor 16 Tahun 2021 tentang
penanggulangan  kemiskinan. Angka
kemiskinan di Kabupaten Lamongan

perlu dilakukan secara efektif, optimal
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dan terpadu. Penanggulangan
kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan
program berkelanjutan yang sejalan
dengan RPJMD Kabupaten Lamongan.
Pemerintah Kabupaten Lamongan akan
terus mendampingi masyarakat untuk
menuju kemandirian social, tidak hanya
melalui bantuan social melainkan juga

melalui program prioritas dengan

melibatkan pilar-pilar social.

Pemerintah Kabupaten Lamongan
melakukan Upaya melakukan
penanggulangan kemiskinan ekstrem
Jawa Timur di antaranya dengan
program home care service (HCS).
Pelayanan HCS ini dimulai dan sudah
mengkaver lebih dari 1.834 KK rawan
dari seluruh kecamatan di Lamongan.
Program Home Care Service merupakan
intervensi bidang Kesehatan, social dan
ekonomi. Selain itu peran Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya
(DPRKPCK) mempunyai focus
mengalokasikan bantuan social secara
berkala pada setiap tahunnya untuk
pembangunan RTLH. Program HAMP
yang diperoleh Pemerintah Kabupaten
Lamongan sebesar 2 Miliar Rupiah dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam

mendukung terealisasinya  program

HAMP dan mampu dimanfaatkan oleh
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masyarakat pedesaan serta pemerintah
Kabupaten Lamongan mampu
menghadirkan air minum layak untuk
masyarakat. sebagai upaya kebijakan dan
program mampu mengurai angka

kemiskinan di Kabupaten Lamongan.
Daftar Pustaka

Achmad Djumlani (2013). Analisis

Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Kutai
Kartanegara. Jurnal
Administrative Reform, Vol.1

No.3.

Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Beik, I.
S. (2015). Evaluasi Program
Pengentasan Kemiskinan

Menggunakan Metode

Rappoverty. Jurnal Ekonomi Dan

Kebijakan Publik, 6(2), 181-197.

https://doi.org/10.22212 /JEKP.V

612.347

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S.
(2012). An integrative framework
for collaborative governance.

Journal of Public Administration

Research and Theory, 22(1), 1-29.

Grint, K. (2005). Problems,: The social
construction  of  "leadership.
Human Relations, 58(11), 1467-
1494.
https://doi.org/10.1177/001872
6705061314

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 258

Pattinama, M. ]. (2009). Pengentasan
Kemiskinan Dengan Kearifan
Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-
Maluku dan Surade-Jawa Barat.
Makara, Sosial Humaniora, 13(1),

1-12.

Setiawan, A., Bakri, S. Effendi, A., &
Nurhaida, 1. (2014). Karakterisasi
parameter model prediksi untuk
eleviasi dari perangkap

kemiskinan melalui intervensi

kebijakan  fiskal.  Masyarakat,

Kebudayaan Dan Politik, 27(2),

65-76.

https://doi.org/10.20473 /MKP.V

2712201 4.65-76

Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
(Minyak Bumi) di Kabupaten
Bojonegoro. Jurnal [Imu
Administrasi: Media Pengembangan
IImu Dan Praktek Administrasi,

15(1), 35-50.

Sholikin, A. (2020). Teori Kutukan
Sumber Daya Alam (Resource
Curse) dalam Perspektif [lmu Politik.
Madani Jurnal Politik Dan Sosial

Kemasyarakatan, 12(1), 24-40.

Sholikin, A. (2021a). Implementation of
Green and Clean Policies in
Environmental Governance

Perspective in Lamongan Regency.


https://doi.org/10.20473/MKP.V27I2201%204.65-76
https://doi.org/10.20473/MKP.V27I2201%204.65-76

Jurnal Ilmu Administrasi: Media
Pengembangan Ilmu Dan Praktek

Administrasi, 18(1), 104-117.

Sholikin, A. (2021b). Implementation of
Green and Clean Policies in
Environmental Governance
Perspective in Lamongan Regency.
Jurnal Ilmu Administrasi: Media
Pengembangan Ilmu Dan Praktek

Administrasi, 18(1), 104-117.

Solikhin, A.  (2017). Menimbang
Pentingnya Desentralisasi Partai
Politik di Indonesia. Journal of

Governance, 2(1).

Sugiono, Prof Dr. (2017). Metode
Penelitian Kualitatif.

Bandung:Alfabeta

Zainur Wula, (2021). Pengentasan
Kemiskinan Melalui Kebijakan
Politik Keluarga Harapan (Studi
Kasus Di Ngalukoja Kabupaten
Ende). Jurnal Neo Societal; Vol. 6;
No. 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 16 tahun 2021 tentang

Penanggulangan Kemiskinan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin

https://jatim.bps.go.id/indicator/23 /42
1/1/jumlah-penduduk-miskin-

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 16 No 2 (2024) : Agustus 2024

menurut-kabupaten-kota-di-jawa-

timur.html

259 Illllllllllllllllllm


https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html
https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html
https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html
https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html

